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ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai
kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak
diberikan kepada direksi atau komisaris. Pemberlakuan POJK No.16/ POJK. 04/
2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elekronik dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 dan pada saat ini
pandemi Covid-19 telah berakhir. Serta terdapat kekaburan hukum dalam Pasal
12 ayat (1) POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 yang menyatakan bahwa RUPS secara
elektronik harus dibuatkan risalah rapatnya dalam bentuk akta notariil tanpa tanda
tangan peserta RUPS. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan
masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana kedudukan POJK No. 16/ POJK. 04/
2020 dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka
secara elektronik? (2) Bagaimana akibat hukum akta risalah Rapat Umum
Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik?. Metode penelitian ini
menggunakan ..pendekatan | yutidis 'notmatif dan bersifat..deskriptif analisis.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) Kedudukan POJK No. 16/
POJK. 04/ 2020 masih berlaku saat ini walaupun pandemi Covid-19 telah
berakhir dan POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 memberikan kepastian hukum terkait
prosedur pelaksanaan dan hal lainnnya dalam pelaksanaan RUPS perusahaan
terbuka secara elektronik. Akta berita acara suatu RUPS perusahaan terbuka yang
dilaksanakan secara elektronik adalah sah suatu akta yang otentik nanum untuk
akta pernyataan keputusan rapat suatu RUPS perusahaan terbuka secara
elektronik bukan merupakan akta otentik dan hanya bersifat sebagai akta di
bawah tangan (2) Akibat hukum akta risalah RUPS perusahaan terbuka yang
dilaksanakan secara elektronik berdampak pada kekuatan pembuktian yang mana
untuk akta berita acaranya mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna
juga mempunyai kekuatan pembuktian formil, materil, lahiriah namun untuk akta
pernyataan keputusan rapatnya juga sah untuk menjadi alat bukti sebagai bukti
tulisan tetapi kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.
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